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ABSTRACT

The diversity of religions and beliefs in Indonediaes not rule out the possibility of inter-religgomarriages
occurring. According to Article 35 and its explapat as well as Article 37 paragraph (1) of Law Noen23 of
2006 concerning Population Administration whichiiedtly provides opportunities for interfaith marges to
occur. This type of research is Normative LegaleResh by establishing legal issues, collectingllewgterials,
studying legal issues based on the materials thaé lbeen collected, drawing conclusions in the fafm
arguments that answer legal issues. The conclusan this study is that according to the law, ifaéh
marriages are invalid through a review of Law Numbef 1974 concerning Marriage, Compilation ofitsic
Law and Islamic Law and Constitutional Court DemisNumber 71/PUU-XX/2022.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara multikultural mdsampasebuah kenyataan yang tak terbantahkan.
Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai etnik yaagganut agama dan kepercayaan yang berbedadrtaa s
memiliki dan menggunakan berbagai macam Bahasaludek Indonesia menganut agama dan kepercayaan
yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, HindBudha, Konghucu serta berbagai macam aliran
kepercayaan. Itulah sebabnya Indonesia memilikibegian Bhineka Tunggal Ikang tertulispada lambang
negara Indonesa, Garuda Pancaiimneka Tunggal Ikdapat diartikan "Itu berbeda, itu satu”, yang ksna
meskipun beranekaragam, pada hakikatnya bangsada@otetap merupakan satu kesatuan. Semboyan ini
digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kes&amgsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri atas beraneka ragam adat dan budayash daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercaya
Dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup berdiagam dengan segala perbedaan dan perbedaan siterak
dan sudut pandang hidup yang paling menjadi soratiaiah hubungan antar umat beragama. Masyarakat
Indonesia telah terbiasa hidup dengan bertoleerar umat beragama.

Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 19d§ara menyelenggarakan, melindungi,
menghormati dan menghargai hak serta kewajiban avarggaranya. Untuk merealisasikan hal tersebut,
pemerintah telah membuat peraturan yang dapatglipakan sebagai acuan dan memberikan kepastiamhuku
dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenai kakiadimana manusia yang berlainan jenis berhaikkun
hidup bersama serta membentuk keluarga dan mefanjuteturunannya melalui perkawinan seperti yang
tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat 1 Undang-Ugddbasar 1945(selanjutnya disebut UUD
1945)!Perkawinan merupakan suatu ikatan seorang prissel@rang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dah tkerdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perihal nilai-nilai agama sudah tegas diatkaiam Pasal 29 UUD 1945 serta sila pertama
Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD %848 harus juga dimaknai bahwasannya Negara
berdasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salahlaadasan konstitusional dalam mendirikan Neghma
menyelenggarakan pemerintahan. Dalam Pasal 29 UWOBb Jjelas menegaskan bahwasannya negara
berkewajiban untuk membuat segala bentuk perapgaimdang-undangan atau melakukan kebijakan-ketnjak
bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepatt@nTYang Maha Esa. Bahwa UUD 1945 tidak

! Undang Undang Dasar 1945
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memisahkan agama dengan negara dan agama kebefzadgamin oleh negara, nilai-nilai agama merupakan
sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segelijakan yang bertentangan dengan nilai agama
bertentangan dengan konstitusi.

Pengaturan tentang perkawinan itu sendiri telatudidi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan eildainan). Adanya UU Perkawinan secara umum dapat
menjawab semua kebutuhan tentang perkawinan shoasontal dan berfungsi sebagai sandaran atauankur
tingkah laku atau kesamaan sikap , juga berfurgfsagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyéeakat
arah yang lebih sempurna dan sebagai alat untulgecek benar tidaknya suatu tingkah laku. Fungsetart
ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menujade@@epastian hukum dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman maka masalaimgemerkawinan juga semakin kompleks. Dengan
beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indodagiat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan
antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. katalzan kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi
perkawinan yang dikatakan sebagai hal problema@dah satu contoh yaitu perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hglhau dan telah berlangsung sejak lama bagi
masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawihada agama merupakan ikatan lahir batin antanasgo
pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkaatlieya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat
syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agammasing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus
perkawinan beda agama tidak menimbulkan permagsgldiehkan cenderung selalu menuai kontroversi di
kalarangan masyarakat.

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam UndangrhdPerkawinan, tidak terdapat satu pasalpun
yang menjelaskan perkawinan beda agama. HanyaJsaiang-undang perkawinan memberikan isyarat dalam
Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan dianggap sah lapdiakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan
masing-masing. Sehingga perkawinan beda agama bidtian kepada hukum agama dan kepercayaan masing-
masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukusgibummat Islam menutup praktek perkawinan
beda agama, dalam pasal 40 huruf c jo pasal 44 Kasnplukum Islanfmelarang sepenuhnya perkawinan
beda agama. Sehingga tentu ummat Islam dilaranikatenaki-laki maupun perempuan Non-Islam.

Dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukaeserta penjelasannya disebutkan bahwa “Pencatatan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3kbeylila bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukanndiohesia atas permintaan Warga Negara
Asing yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 35, dinyatakan: Huruf a Yang dioghidengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan amtaat yang berbeda agama. Huruf b Perkawinan yang
dilakukan oleh warga negara asing di Indonesiayshamengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perkawinan di Indonesia.

Berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan, negtakah wadah yang melindungi hak-hak warga
negaranya, maka negara merupakan suatu wadah yakgwajiban untuk melindungi, mencatatkan dan
menerbitkan akte perkawinan. Dinas KependudukanGigatan Sipil (KCS) sebagai lembaga yang berwenang
untuk mencatatkan dan menerbitkan akta-akta mender@endudukan bagi mereka yang bukan Islam,
sedangkan untuk masyarakat yang beragama Islant dapwatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).
Kedua lembaga tersebut tidak akan mencatatkan werka apabila para pihak yang akan melangsungkan
perkawinan memiliki agama yang berbeda. Berdasatkaian di atas terdapat adanya ketidaktegasan dan
ketidaksesuaian kedudukan hukum perkawinan bedanagdan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam
penelitian ini penulis mengangat isu tentang Bagaen keabsahan perkawinan beda agama dan akibat
hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2b@®njatuhkan putusan dalam perkara Penguijian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdmasstKependudukan terhadap Undang-Undang Dasar

? Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, no. 22 (2001): 11

*Undang Undang No 23 Tahun 2006
4 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan am@sg@u menolak adanya perkawinan beda agama di
Indonesia

METODO PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahefitian Hukum Normatif dengan metetapkan isu inuku
mengumpulkan bahan bahan hukum, telaah atas isunhblkerdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan,
menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yanganab isu hukum.

B. Pendekatan Masalah
Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penuleszalifian ini adalah :
Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Konseptual
Pendekatan Historis
Pendekatan Kasus
Pendekatan Komparatif

agrwNPE

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Yang Digunakan adalah :

1. Data Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah perapgaimdang-undangan dan segala dokumen resmi yang
memuat ketentuan hukum.

2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan metode studafitex. Dan Sumber data sekunder berasal dari akgy t
jurnal ilmiah, buku bacaan.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan bahan hukum dilakukan dengan mrgakses website dan jurnal jurnal yang
dipublikasikan secara online, dari buku buku daratpean perundang undangan yang terkait dengarifeeme

ini.

E. Analisis Bahan Hukum
Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan mengumpul#tata, menganalisis data dan menyajikan data yang
telah diperoleh .

HASIL DAN PEMBAHASAN

K eabsahan Perkawinan Beda Agama M enurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022

Setiap manusia mempunyai hak-hak dasar dalam keduithya dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak
manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tessetudah diakui secara universal. Hak-hak dasaebert
dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). DenganngdaHAM, maka setiap manusia mempunyai
perlindungan secara moral dan hukum. Hak Asasi Blaradalah hak-hak yang sudah ada di dalam dirusian
dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hakedrakbut harus selalu ada pada manusia sertaki@ak
dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilategajatnya.

Hak Asasi Manuasia berdasarkan Undang-Undang N@®@ofahun 1999 yaitu “Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikdteteeradaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang@ Mah
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormiifinjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hoku
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan gertiadungan harkat dan martabat manuSia.”

Setiap orang mempunyai hak untuk menikah dan bemkgd jika mereka mau. Pria dan Wanita
mempunyai hak yang sama untuk menikah maupun w#rkisah sesuai dengan keinginan mereka.Perkawinan

°G.J Wolhoff,Pengantar IImu Hukum Tata Negara Republik Indonesia

¢ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
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beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Dedilagniversal ‘Laki-laki dan perempuan yang sudah
dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewargaaag atau agama, berhak untuk menikah dan untuk
membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sataadsoal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di
saat perceraian”Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak seticggng untuk menikah dan membentuk
keluarga walaupun pasangan calon suami dan isteseta agama.

Hak untuk melangsungkan perkawinan dijamin dalamyé€oan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik dengan tujuan untuk melindungi hak setiapng dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkghmar
beragama dan berkeyakinan adalah termasuk dalarhdkalsipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan
Internasional Hak-Hak Sipil ddpolitik (ICCPR — International Covenant on Civil driPolitical Rights)pada
tahun 2006 dengan itu Indonesia telah menerima jKeavauntuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan
politik. Ketentuan-ketentuan Konvenan hak sipil daolitik telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasa
1945 Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa setimg berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudiamatikan oleh Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untakibentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak ketsbaintuk memilih calon suami dan calon isteri,
termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengearga negara asing dan bebas untuk
mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kesthglis kewarganegaraannya.

Dalam konteks hukum Internasional hak kebebasargamn agama diatur di dalam Pasal 18 ayat (1)
ICCPR adalaliSetiap orang bebas atas kebebasan berpikir, beakgyan dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menganut atau menerima suatu age#ma kepercayaan atas pilihannya sendiri dan
kebebasan baik individu maupun bersama-sama deagang lain dan baik di tempat umum maupun tertutup
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalagiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan
pengajaran”.Kemudian hak membentuk keluarga melalui perkawitermuat di dalam Pasal 23 ayat (2)
ICCPR :*Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinamuk menikah dan membentuk keluarga harus
diakui”.

Namun, hak untuk membentuk keluarga dan melanjukiednrunan melalui perkawinan yang sah yang
dijamin di dalam Konvenan International yang sudahtifikasi dan Konstitusi dibatasi oleh ketentudirdalam
Pasal 2 ayat (1) UUP yang mensyaratkan sebuah wiedka adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itunj®elga di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP
memaparkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukasing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan adanya pembatasan tersebut maka warga negayanerasa hak konstitusionalnya dirugikan
oleh negara mengajukan uji materil terhadap Unddndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan terhadap Undang Undang Dasar Replainesia Tahun 1945. Keberatan tersebut mereka
ajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembagg perwenang mengadili Perkara pada tingkat partam
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuknguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar
1945.

Adapun kewenangan mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUDb I8dnyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yandddidawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilaliteni lingkungan peradilan tata usaha negara,alein
sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) PerubalaigdK UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan teraldng putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kegyanalembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partaiigalian memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undleorgor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMob&@, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut KHkuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertalma terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dalmyara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yaren&egannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutusbpiaran partai politik; d. Memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenanganyaing diberikan oleh undang-undang.”

7 . . . .
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
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4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf aadgdJndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 terakhir dergndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, bEdran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas UndangbgndNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakéktahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terkahir yang putusannya lansiftuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undangriéegara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yamgningannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¢. Memutus pembubaran partai politik;

d. Memutus sengketa hasil perselisihan umum;

e.Wajib memberikan putusan atau pendapat DewandRéaw Rakyat mengenai dugaan pelangaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undangehipdasar.”

5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Ugddomor 12 Tahun 20£1entang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalaang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20atartg Pembentukan Peraturan Perundang-
Undaang (Lembaran Negara Republik Indonesia Talk® 2Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnyalulis UU PPP menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undangidridasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai leyabigengawal konstitusi (the guardian of constitujsio
lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sisterokdasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan
konstitusi (the sole and the highest interpreter tlid constitution) dan lembaga penjaga hak-hak
konstitusional warga negara (the protector of dtuiginal rights of the citizens). Maka pabila tepadt
undang-undang yang berisi atau terbentuk berteatadgngan konstitusi (inconstutional), maka Mahkama
Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkabetadaan undang-undang tersebut secara
menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undangagngleng diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57
ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan: 4
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusammgnyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/ataiahagdang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusafmrahwa pembentukan undang-undang dimaaksud
tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undmrgasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tatselak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusioX@8/PUU-1X/2011 yang membatalkan ketentuan
dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-UnNangor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamamsti€usi, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memutuskan amar selain yang diterapkan d&lasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah
kepada pembuat undangundang, dan rumusan normgasqiEngganti norma dari undang-undang yang
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Diegmra Republik Indonesia 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nid#takamah Konstitusi berwenang untuk melakukan
pengujian konstitusionalitas suatu UndangUndartatiap UUD 1945;

9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkaguyp@nnya oleh para Pemohon kepada Mahkamah
Konstitusi dalam perkara ini adalah Penjelasan IPEsdwuruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Nedaepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor&ddYsebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atdarld-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

10.Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agahklWmah Konstitusi melakukan pengujian
konstitusionalitas Penjelasan Pasal 35 huruf a bigdadang Administrasi Kependudukan yang
menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan
yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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11.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturarkavteth Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndangstrigia disebut PMK 2/2021) menyatakan: 5 Pasal 2
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang €ap@®. (2) ... (3) ... (4) ...

12.Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan élemohon merupakan undang-undang yang masih
masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Kosistsebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3MKserta Pasal 9 ayat (1) UU PPP;

13.Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dgj pegmohonan para Pemohon untuk melakukan pengujia
Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kepdukian terhadap UUD 1945. Maka berkenaan dengan
yuridiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi beramy untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
pengujian konstitusional perkara a quo dalam peamnah ini.

Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2@@8askan bahwa yang dimaksud dengan
“Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” seib@ay@a diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a hdala
perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbgdea’

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiékvdnangan untuk menjalankan prinsip check and
balances, menguji atas konstitusionalitas suatungkang-undangan, yang merupakan hasil dari pengasun
lembaga legislative, serta mereinpretasi bentukimiEang-undangan sebagai bentuk koreksi bagi pengala
konstitusi yang lama, yang dianggap muiltitafSir.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indordsgpat menimbulkan implikasi terjadinya
perkawinan antarpemeluk agama dan aliran kepernay®kawinan beda agama merupakan ikatan lahir bat
antara seorang pria dan wanita berbeda agama nabkabbersatunya dua peraturan yang berlainan mange
syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuamhagamanya masing-masing. perkawinan yang ditetapka
oleh pengadilan yang terdapat dalam penjelasarl Basauruf a Undang-Undang Administrasi Kependuduka
seharusnya diartikan terbatas, yaitu pada haldmad yidak bertentangan dengan peraturan perundahaagan
dan nilai-nilai konstitusi, seperti isbat nikah,bagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI disp&ns
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undadgng Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan akibat
belum dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaandiatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi
Kependudukan.

Bahwa lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi menyatakialam kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar &4 agama menjadi landasan dan negara mempunyai
kepentingan dalam hal perkawinan. Negara berperdokumemberikan perlindungan untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinyang sah merupakan wujud dan jaminan
keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidaghbbhnya dilihat dari aspek formal semata, tetapa |
harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. mertan kesempatan kepada masyarakat umum dalam
melaksanakan haknya untuk beribadat dan melanganngirkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama
yang dianut. Sebagai bangsa yang beragama maka mperhperhatikan pentingnya menempatkan falsafah
negara yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Watladang Dasar 1945 sebagai landasan konstitueidal
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Babasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan taessgbagai suami istri dengan tujuan membentukakgéu
(rumah tangga) yang bahagia dan tetap berdasargh&nan Yang Maha Esa.” Kemudian pada Bab 1 Rasal
ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apabilakdkan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu.” Demikian pula Bab 1 Pasal & &%) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan itu atit
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Semua itu sudah relevan dengan kepribadian bayaisg beragama dan menjunjung tinggi konstitusi
negara selain sesuai dengan pentingnya merawatesutalga manusia yang menjunjung akal sehat dan akal
selamat juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jadati manusia untuk menuju dua alam kebahagiaaikihak

Pernikahan beda agama termasuk perbuatan teradammsyarakat. “Perkawinan yang sah
menurut ajaran agama Islam yang telah memenuhatsgian hukum. Kedua unsur itu tidak dapat dinegasik
dia bersifat universal dan mendasar.

®Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
°Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi émplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Rdplidonesia, (Bandung: PT
Cira Aditya Bakti, 2006), 167
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Dengan adanya pengaturan pencatatan perkawingm $stiap warga negara yang
melangsungkan perkawinan secara sah, menunjukkbwabaegara berperan dan berfungsi memberikan
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan mp&me hak asasi manusia yang merupakan tanggung
jawab negara dan harus dilakukan dengan prinsiatyg@n perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XX220menjatuhkan putusan dalam perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juhétdang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan terhadap Undang-UndangaDBlegara Republik Indonesia Tahun 1945 menolak
melegalkan perkawinan beda agama.Mahkamah tetappgeadiiriannya terhadap konstitusionalitas perkawin
yang sah adalah yang dilakukan menurut agama daerdayaan perkawinan yang sah, adalah yang dilakuka
menurut agama dan kepercayaan, serta setiap ped@wiarus tercatat sesuai dengan peraturan pegidan
undangan,

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinarirdionesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi PresiRiepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-umgdanini mengatur masalah-masalah yang berkaitan
dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agddaéam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1pdliken: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanriya itu

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawidi luar hukum masing-masing agama dan
kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa galsah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdamarlpenjelasan diatas perkawinan yang dilakukan
diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengdn gdur agama artinya perkawinan beda agama ftitlak
perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap digiekn untuk melangsungkan pernikahan beda agamdiber
pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undan

Jadi menurut hukum positif yang berlaku di Indoaggiitu menurut Undang Undang Perkawinan Nomor
1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan di Indonesia tidakganal perkawinan beda agama. Terhadap Perkawinan
Beda Agama ini sudah ada Keputusan Mahkamah KosistMomor 71/PUU-XX/2022 yang memutuskan
Perkawinan Beda Agama belum dapat diresmikan difadia. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap
konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yhlagukan menurut agama dan kepercayaannya seidp se
perkawinan harus tercatat sesuai dengan peratutanang — undangan.

Sementara seluruh agama yang diakui di Indordeiartiembolehkan adanya perkawinan yang dilakukeakegtua calon
berbeda agama. Sebagai salah satu altematifesiganipan keduanya tetap dapat dilaksanakan atiaigan Sementara seluruh
agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkagadaerkawinan yang dilakukan jika kedua calonedertagama. Sebagai
salahsatu alteratif agar perkawinan keduanyadags dilaksanakan adalah denganmelakukan peakedliituar negeri, atau salah
satu pihak meleburkan diri kepadasalah satu ag@teatuan-ketentuan ini disebut sebagai salalaapenyelundupan hukum bagi
perkawinan beda agama.

Apabila diperhatikan dalam Pasal 2 Undang-undarigg®inan Nomor 1Tahun 1974, Perkawinan adalahapahijla
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanykegncayaannya itu. Artinya pihak yang akan kavéinganutagama yang
sama. Jika kedua-duanya itu berlainan agama, rmgatamtuan dalamUndang Undang Perkawinan daturper pelaksananya,
maka perkawinantidak dapat dilangsungkan, kepadiila salah satunya ikut menganut agama pihalffaiito. Walaupun demikian
Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidekmskan secara jelasperkawinan campuran beragserkadaanagama.
Mengenai nikah siri, pemikahan seperti ini walaugah secaraagama tetapi tidak mempunyai bulisktitiek dicatat dengan kata
lainpernikahan tersebut tidak dilakukan dihadagscatat nikah. Denganperkawinan seperti ini daiihetc-hak dan kewajiban-
kewajiban suamiistericenderung banyak merugikak steri terutama jika terjadi perceraian.Seleimpsalahan yang berhubungan
dengan pengakuan negara ataupengakuan dari kepeftaggma atas perkawinan, pasangan yang melaksanak

Zulfa Djoko Basukiberpendapat perkawinan beda agdinhaar negeri lebih sebagai upaya menghindari
hukum yangseharusnya berlaku kepada mereka. YadsalP2 Undang-Undang Perkawinan 1974.
Perkawinandemikian merupakan "penyelundupan hukudaly karenanya dapat dibatalkan. perkawinan itu
tidaksah karena tidak memenuhi syarat Pasal 2 UU Ndlrahun 1974. Meskipun tidak sah menurut
hukumindonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan|l Sgtap menerima pendaftaran perkawinan

1 “Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di LuaeNeg

http://iwww.hukumonline.com/detail.asp?id=1282I=Berita
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tersebut.Pencatatan di sini bukan dalam konteks ¢daknya perkawinan, melainkan sekedar
pelaporanadministratif

Perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalséiah lain di kemudian hariterutama untuk perieewbedaagama.
Misalnya saja, pengakuan negara atas anakyandkalitamasalah perceraian, pembagian harta atengsaieh warisan.Belum lagj,
dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gayatidtisp bersamaatau hidup tanpa pasarigan.

yang terkadang bisa dipicu karena belum diteriapemgawinan bedaagama.Perkawinan beda agama fyeakianinan
campuran dalam pengertianhukum nasional kita kpgkawinan campuran menurut Undang-UndangPerkadisebut sebagai
perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Inddeegan Warga Negara Asing, akan tetapi perkaiieda agama di
masyarakatsering pula disebut sebagai perkawinapun.Undang-undang Perkawinan sendiri penafisminya hanya
mengakuiperkawinan yang dilangsungkan berdasajiemealan kepercayaan yangsama dari dua orang epaigab jenis yang
hendak melangsungkanperkawinan. Dalam masyarakgplysalistik seperti di Indonesia, sangatmunigijadi perkawinan diantara
dua orang pemeluk agama yangberlainan. Beberaparaienereka yang mempunyai kelimpahan materinmuticlik terlampau
pusing karena bisa menikah di negara lain, namaint=ga yang kondisi ekonominya serba pas-pasan.ifienenimbulkansuatu
masalah hukum.

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan bedaagama
1.Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama
2.Pernikahan dapat dilakukan berdasarkan satu agamgamhg lainnya tunduk terhadap agama
pasangannya, walaupun sebenarnya mereka masih ukemghma masing masing, hanya sebagai
syarat untuk sahnya pernikahan.

Kedua hal tersebut dapat diartikan sebagai penglapan hukum karena hanya dilakukan agar
pernikahan dianggap sah di mata hukum positif dohesia.

Adapun pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkdantor Urusan Agama dan pernikahan
pasangan selain beragama islam dicatatkan di K&attatan Sipil.Perkawinan yang dilakukan sesuainagdan
kepercayaan adalah sah menurut agamanya namumgikawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga
negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dak tliakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan
tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tapi tidhkberdasarkan agama maka agama tidak mengakui da
tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya wigxa adalah menurut ketentuan undangundang yang
berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatadaara hukum.

Nilai agama sudah tegas diakui dalam Pasal 29 U3 Eerta sila pertama Pancasila yang dicantumkan
dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus juga dimakahivasannya Negara berdasarkan pada nilai-nilai
agama sebagai salah satu landasan konstitusioriain danendirikan Negara dan menyelenggarakan
pemerintahan. Bahwa bunyi dalam Pasal 29 UUD 18#fs jmenegaskan bahwasannya: Ayat (1) dinyatakan:
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esaf (@yalinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masimg untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.” Pasal tersebut mengandung anbhwa negara berkewajiban untuk membuat segala
bentuk peraturan perundang-undangan atau melakitajakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnga ra
keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negaragianaakebebasannya dijamin oleh negara, nilai-
nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakegara. Maka segala kebijakan yang bertentangan
dengan nilai agama bertentangan dengan konstitlathm bagian “Pendapat Mahkamah” Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahaasya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
adalah domain forum internum yang merupakan koreediipenerimaan Pancasila sebagai dasar negaiep Set
propaganda yang semakin menjauhkan warga negarRBaterasila tidak dapat diterima oleh warga negaray
baik. Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenagiiam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan Penodaan Agama (Putusan MahkamatitisirfNomor 140/PUU-VI11/2009) menyatakan: 12
“Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasamghma yang demikian maka di Indonesia sebagairaeg
Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan praktik yang menjauhkan warga negara dari Pdacas
Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompolkdiggesit mengikis religiusitas masyarakat yang telefarisi
sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentparundang-undangan di Indonesia

2 Suryadi Sugandelukum Perkawinan di Indones{&emarang, FH UNDIP, 2005), halab.
13 “perkawinan Beda Agama”,
http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Beridiakses tanggal 5 Agustus 2009
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Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat demgaa pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang
menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sepagaip utama, serta nilai-nilai agama yang medesnd
gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negarp jamisahkan hubungan antara agama dan negara
(separation of state aand religion), serta tidakata-mata berpegang pada prinsip individualisme punau
komunalisme**

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UULb Mahg menyatakan bahwasannya: Ayat (1)
dinyatakan: “Setiap orang berhak memeluk agamabdsibadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaresyar memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2)ydtakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan rinéyak
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesmgjash hati nuraninya.” Pasal tersebut mengandurana
bahwa setiap manusia yang hidup, bebas untuk mémentdan memilih agama dan kepercayaannya yang
dianggap paling baik, serta berhak atas pemikieansikap yang mereka ambil dikehidupan seharidesuai
dengan hati nurani yang mereka anggap benar selamaa itu tidak merugikan orang lain.

Penambahan rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) sertaingn peng-hormatan, perlindungan,
pelakanaan, dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 lséwmata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi
perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin angggp HAM sebagai isu global, melainkan karena
hal itu merupakan salah satu syarat negara hukieng&h adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, maka
secara konstitusional hak setiap warga negara @éaduguk Indonesia telah dijamin yang di mana dalam
hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandanpara bd4AM harus memperhatikan karakteristik Indonesia
dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengasjikan, sehingga diharapkan akan terciptanya galin
menghargai dan menghormati hak asasi tiap-tiapkpiBalam menjalankan hak dan kebebasannya terdapat
batasanbatasan tertentu yang tidak dapat dilandgai terjaminnya penghormatan atas hak dan kebebasa
orang lain sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) yemyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebgaann
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ydatapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormagsnhak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan muitai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban urdatam
suatu masyarakat demokratis

Dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yanly dél@aikan di atas, bahwasannya kebutuhan untuk
mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam kdasep moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketunana
Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalananateygara Republik Indonesia yang tidak dapat ditaw
tawar atas dasar apapun. Oleh karena itu, tidakkedatuhan lain untuk mempertahankan Penjelasaal Bas
quo selain dari pada harus ditegaskannya kembédi-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup
bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positifareegBerdasarkan alasan utama sebagai framework
permohonan judicial review inilah, maka secara dm@essama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) U5 untuk melakukan uji materiil atas PenjelasasaP
35 huruf a Undang-Undang Administasi Kependudukan.

Pernikahan, baik berbeda agama maupun tidak, miaopbdlak Asasi Manusia yang tidak boleh
dihambat oleh negara.UU Perkawinan dibuat untuk begikan rasa aman dan kepastian hukum setiap pkemelu
agama. Sementara, setiap agama memiliki aturan lyarmpda, sehingga tidak mungkin untuk disamakatusu
hukum perkawinan menurutsatuhukumagamadankepermt®gmaerintah juga menyatakan pernikahan beda
agama dan kepercayaan tidak boleh dilakukan ater #8AM dan kebebasan. Sebab, dalam menjalankan dua
hal itu negara telah menetapkan pembatadaangan maksud semata-mata untuk menjamin pengalaman
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lata, w&uk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanaterkbanumum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspekmfdr semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek
spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentangdadan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapka
keabsahan administratif yang dilakukan oleh nedzatam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasamelgara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan.
Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yamnjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sertab@rianggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang
Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlaggaumidup manusia. Negara juga berperan memberikan
pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupansab® dalam tali ikatan perkawinan

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/20[3934.10])
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU2022, Mahkamah Konstitusi (MK)
menolak gugatan uji materi Penjelasan Pasal 35 lautindang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penolakian in
didasarkan karena tidak terdapat hubungan seb#&latadkihtara anggapan kerugian hak konstitusionaaten
berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Bahwa dengabulilannya permohonan a quo maka kerugian hak
konstitusional yang dialami para Pemohon tidak ak#au tidak terjadi lagi serta dapat memulihkan hak
konstitusional dan memberikan kesempatan kepadaamsd@t umum dalam melaksanakan haknya untuk
beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasketantuan-ketentuan agama yang dianut.

Setiap orang bebas memeluk agama sesuai keperoggasebagaimana jaminan di UUD 1925 Pasal 29
ayat 2, namun tidak ada perubalpada kondisi atau perkembangan tentang keabsahaatptan perkawinan.

Melalui putusannya MK telah memberi landasan ktunsitinalitas relasi agama dan negara dalam hukum
perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabgatawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan
administratif perkawinan dalam koridor hukum. Matmedn menyatakan keabsahan perkawinan merupakan
domain agama melalui lembaga atau organisasi kesayaryang berwenang atau memiliki otoritas memberi
penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklamisil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau
organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanascataan perkawinan oleh institusi negara dalangkan
memberi kepastian dan ketertiban administrasi kepenkan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD. 1945
Terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tersebut, MK
mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diakui Indonesia yang kemudian tertuang
dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, HAM yang berlaku di
Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai
identitas bangsa. Jaminan perlindungan HAM secara universal tertuang dalam Universal Declaration of Human
Rights (UDHR). Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia,
penerapan HAM di tiap-tiap negara disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial dan budaya rakyat di negara
masing-masing.

Mahkamah mengingatkan berdasarkan rumusan Pasa28K1) UUD 1945 ada dua hak yang dijamin
secara tegas yakni “hak membentuk keluarga” dak fielanjutkan keturunan”. Frasa berikutnya menukguk
bahwa ‘perkawinan yang sah’ merupakan prasyaranabngka perlindungan kedua hak tersebut. Artinya,
perkawinan bukan diletakkan sebagai hak, melainkg@ipagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk
keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Berdasankaian tersebut jelas bahwa dalam konteks penigdn
hak untuk menikah terdapat perbedaan mendasaaddiiR dengan UUD 1945. Sebagai negara hukum yang
menegakkan supremasi konstitusi, tanpa mengesakguinigak asasi yang bersifat universal dalam UDHR
sudah seharusnya MK menjadikan UUD 1945 sebagdatam utama dalam menilai hak konstitusional warga
negara.

Perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah gséblispresi beragama. Dengan demikian,
perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternumnalha negara dapat campur tangan sebagaimana halnya
dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan hajpi, peran negara bukanlah membatasi keyakinan
seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekdpeesgama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama yang dianut. Perkawinan merupakan salatbghiing permasalahan yang diatur dalam tatanan hakum
Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974.

Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dikak warga negara termasuk dalam hal menyangkut
urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta thEkentangan atau melanggar peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan mengekawpean dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak
dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitaneygaih perkawinan.

Pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal REY 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang
dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tuntkihadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamgalkesn dan penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sedelagan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kezan
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat denwkridasarkan hukum.

Sudah jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konshtosior 71/PUU-XX/2022, perkawinan beda
agama tidak diakui di Indinesia. Perkawinan BedarAg yang dilakukan di Indonesia tidak sah menurktim
dan peraturan perundang-undangan yang berlakuddnésiaPerkawinan beda agama itu tertolak dalam sistem
hukum Indonesia. Keputusan tersebut menegaskamnaskgastitusional terhadap penolakan perkawinarabed
agama

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas perkawinag géakukan diwilayah hukum Indonesia harus
dilakukan dengan satu jalur agama yang artinyagwérian beda agama tidak diperbolehkan untuk ditedsan
dan jika tetap dipaksakan untuk dilangsung mak&avénan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan
melanggar undang-undang.
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Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan baPmtasan Mahkamah Konstitusi bersifat final.
Hal ini berate Putusan Mahkamah Konstitusi telahmitiei kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam
persidangan MK. Putusan yang telah memiliki kekuatakum tetap memiliki kekuatan mengikat untuk
dilaksanakan.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama M enur ut Putusan M ahkamah Konstituss Nomor 71/PUU-
XX/[2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU2022, Mahkamah Konstitusi (MK)
menolak gugatan uji materi Penjelasan Pasal 35 fHarWndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.Terkait
Penolakan ini didasarkan karenatidak terdapat hgdnunsebabakibat antara anggapan kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasaloa dandalam permohonan para Pemohon sama sekali
tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentaagtara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian denga
pasal-pasal dalam uuD 1945 yang menjadi dasar piangu
Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap koristigigas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan
menurut agama dan kepercayaan, serta setiap ped@wiarus tercatat sesuai dengan peraturan pegidan
undangan. Berdasarkan uraian di atas perkawinam legghma menimbulkan akibathukum dikarenakan
perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah memasihg-masing agama sehingga tidak sah juga menuru
UU Perkawinan. Sahnya perkawinan adalah menurutnkean undang undang yang berlaku yaitu sah
berdasarkan agama dan dicatatkan secara hdRum.

Akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai keabagterkawinan, keturunan, waris, dan harta benda.
Dengan adanya perkawinan yang tidak sah terselpat daembawa akibat terhadap status dan kedudulekn an
Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa anakdshh anak yang dilahirkan dalam atau sebagaatkib
perkawinan yang sah. Karena perkawinan kedua onzemgya tidak sah menurut hukum agama atau hukum
perkawinan maka anak yang dilahirkan dari perkawibarbeda agama adalah anak tidak sah atau amak lua
kawin.

Menurut Pasal 99 Huruf a KHI menyebut anak yangas#diah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah baik secara agama ataupun hysugrberlakd®

Bahwa status anak sah atau anak luar kawin tidakilike hubungan perdata dengan ayahnya, anak
hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu danakghuibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasatat3
(1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyataRasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan: ‘lAna
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempurydiungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pasal 100 KHI, dinyatakan: “Anak yang lahir di lysrkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibu.

Harta Benda dan Waris Dalam perkawinan, terdapat \waris yang berarti harta yang diberikan dari si
Ayah untuk istri dan keturunannya. Sistem pembagiaris biasanya tergantung dari pihak yang memiagik
waris, yaitu ingin membagikannya dengan sistemsaagama atau keperdataan (BW).

Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentamgkdhan Undang Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bgbevliawinan adalah hal yang penting untuk dilaporkan
dan dicatat oleh Instansi Pelaksana. Jadi pernikghag sah secara agama tidak serta merta meajadesara
hukum apabila tidak dicatatkan menurut Undang Ugdgang berlaku. Oleh karena perkawinan tidak sah
menurut hukum, maka status hukum terhadap inditédsebut adalah belum menikah walaupun mereka telah
menikah secara sah menurut agama. Pencatatan jreakawga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkeh o
pengadilan Pencatatan perkawinan yang ditetapkagagédan adalah pencatatan untuk berbeda aganmaumNa
disini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil damgncatat perkawinan bukan mensahkan perkawinan
beda agama.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpudghwa :

Nikah beda agama menurut Undang Undang PerkawioamoN1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan Pasal
8 huruf f, KHI Inpres No 1/1991 Pasal 40 point G, dan 118 menyebutkan bahwa perkawinan beda agama
dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuadihsahtu pasangan tunduk terhadap agama dan keyakina
dari pasangan. Menurut Keputusan Mahkamah Konsftasor 71/PUU-XX/2022 yang sudah bersifat final
dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus ditaksn juga menolak adanya perkawinan beda agama.
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Saran

Diharapkan bagi pasangan berkewarganegaraan Indonetuk tidak melakukan perkawinan beda
agama dikarenakan menurut hukum positif di Indangsrkawinan beda agama tidak diakui dan tidak sah.
Dengan tidak diakuinya Perkawinan beda agama dirlesia membawa akibat hukum yang merugikan bagi
pelaku perkawinan beda agama.
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